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Abstract

Marriage is a high respect and appreciation given to humans from Allah SWT
among other creatures. In the Compilation of Islamic Law, Chapter 1l article 2 states:
"Marriage is a very strong contract (mitsagan galiza) to carry out the commands of
Allah and His Apostles and is a worship for those who carry it out. Marriage has the
aim to realize a concept of sakinah, mawaddah and warahmah. Therefore, it needs
careful consideration and can fulfill the purpose of marriage, among the things that can
achieve the goal of marriage is the consent or freedom of a woman in determining her
future husband.

The results of this study, Ibn Qayyim al-Jawziyyah who is one of the great
figures in the Islamic world with his work Zaadul Ma'ad, he believes the approval of
women in marriage is a mandatory, while the priests of the madhabs declare it is a
sunnah, all of which have a foundation of argumentation that can be accounted for.
Indonesian people as followers of the Syafi'i madhab, which states that the consent of
girlsin marriage is sunnah, without any agreement marriage is still valid, but in reality,
marriage law and Islamic law compilation are in line with the concept of 1bn Qoyyim
al-Jawziyyah which requires the approval of women with the specified age.
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Abstrak

Pernikahan adalah penghormatan dan penghargaan yang tinggi yang diberikan
kepada manusia dari Allah SWT di antara makhluk-makhluk lainnya. Dalam Kompilasi
Hukum Islam, Bab Il pasal 2 menyebutkan: ““Pernikahan adalah akad yang sangat kuat
(mitsagan galiza) untuk menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya serta
merupakan ibadah bagi yang menjalankanya. Pernikahan memiliki tujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh
karena itu, perlu pertimbangan yang matang dan dapat memenuhi tujuan dari
pernikahan, diantara hal yang dapat mencapai tujuan dari pernikahan adalah
per setujuan atau kebebasan wanita dalam menentukan calon suaminya.

Hasil dari pendlitian ini, Ibn Qayyim al-Jawzyyah yang merupakan salah satu
tokoh besar dalam dunia Islam dengan karyanya Zaadul Ma’ad, beliau berpendapat
persetujuan wanita dalam pernikahan merupakan sesuatu yang wajib, sedangkan para
imam mazhab menyatakan hukumnya sunnah, semuanya memiliki landasan
argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat Indonesia sebagai
penganut mazhab Imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis dalam
pernikahan adalah sunnah, tanpa ada persetujuan pun perkawinan tetap sah, tetapi
dalam realitanya, hukum undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum islam
sgjalan dengan konsep Ibn Qoyyim al-Jawziyyah yang mengharuskan adanya
persetujuan dari wanita dengan ketentuan umur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Persetujuan, Pernikahan, dan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah



Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam yang digarkan Rasulullah SAW memiliki tujuan yang
mulia untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah. Sebagaimanafirman Allah SWT dalam surat Arrum : 21
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kash dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum: 21)

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah
seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu
Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Dalam buku Akidah dan Syari‘ah Islam karya Mahmud Syaltut (Syaltut, 1994,
p. 194-163) menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam
pembinaan keluarga pada fase pranikah. Pertama saling mengena dan memahami (at-
ta‘aruf) di antara kedua mempelai. Kedua adalah al-ikhtibar yaitu tahap penjajakan
yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah. Ketiga ar-rida (kerelaan), Keempat
kafa’ah yaitu kesgjgjaran antara kedua mempelai, Kelima mahar atau mas kawin.

Dari keterangan di atas jelasah bahwa kerelaan (ar-rida) merupakan prinsip
pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang
harmonis dan bahagia.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan,
karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda
di kalangan ulamafigh dalam hal ini yang dimaksud adal ah janda atau gadis.

Ibn Qayyim a-Jawziyyah (1970, p. 3) dadam karyanya Zaadul Ma‘ad
berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan
menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak
dipaksa untuk dinikahkan, dan iatidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.
Ini juga merupakan pendapat dari jumhur salaf, mazhab Hanafi serta satu riwayat dari
Imam Ahmad.

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Y ang Maha Esa.

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan/ perkawinan secara
istilah, antaralain (al-Jaziri, 2000, p. 8-9):

a. Pernikahan Menurut Imam Hanafi adalah ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan
dengan ikatan sgjati dalam membentuk kasih sayang.

b. Pernikahan Menurut Imam Syafi’i adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara
laki-laki dan perempuan.



c. Pernikahan Menurut Imam Malik adalah akad yang menyebabkan adanya unsur
kesenangan antara laki-laki dan perempuan.

d. Pernikahan Menurut Imam Hambali adalah akad dengan memberikan manfaat
kesenangan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/
rumah tangga yang bahagia dan keka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari
suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan
hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia
artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri,
dan anak-anak dalam rumah tangga. Keka artinya berlangsung terus menerus seumur
hidup dan tidak boleh diputuskan begitu sgja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-
pihak (Muhammad, 2001, p. 74).

Menurut garan agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga
dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang
menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang
dengan ikhlas telah menunaikan kewgjibannya baik kepada Tuhan maupun kepada
sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga
dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.

Dasar Hukum Per setujuan dalam Perkawinan

Ulama terbagi menjadi dua pendapat ketika membahas persetujuan gadis dalam
perkawinan, satu pendapat menyatakan bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan
hanya sekedar sunnah, sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa persetujuan gadis
dalam pernikahan adalah wajib, artinya tanpa ada persetujuan darinya perkawinan tidak
sah.

Dasar hukum ulama yang berpendapat sunnah adalah Hadits dari Ibn *Abbas, Nabi
bersabda:
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“Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya.
Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya”

Hadits Ibn ‘Abbas tersebut menjelaskan bahwa wanita ada dua golongan.
Pertama janda dan kedua gadis. Kekuasaan bapak sebagai wali terhadap kedua
golongan ini tidak sama. Permulaan hadits tersebut menegaskan bahwa janda lebih
berhak terhadap dirinya daripada walinya. mafhum mukhal afah-nya adal ah bahwa bapak
lebih berhak terhadap diri gadisnya (Hosen, 2003, p. 207).

Hadits dari Khansa’ binti Khidam:
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“Dari Khansa™ binti Khidzam bahwa ayahnya menikahkannya dan ia adalah janda,
kemudian ia tidak menyukainya, lalu melapor kepada Rasululloh shallallohu “alaihi
wasallam. Maka beliau menolak pernikahannya .

Perkataan perawi hadits yang berupa “sedangkan ia janda” jelas suatu isyarat yang
menunjukkan‘illat atau sebab dari penolakan (tidak diakui) rasul. Hal yang sebaliknya
adalah jikaia gadis maka perkawinannya akan diterima Rasul (Hosen, 2003, p. 209).

Hadits dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda (as-Suyuti, 1930, p. 85):
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“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak ada
perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk.”

Dalam haditsini gadis yang tidak berbapak dan sudah dewasa dikatakan yatimah
dari segi oSL,zel, menurut ilmu balaghah, karenaistilah yatimah adalah sebenarnya
adalah term bagi anak yang tidak berbapak yang belum dewasa menurut arti yang
hakiki. Perkataan ,i.c menjadi garinah karena orang yang belum dewasa tidak

dianggap sah perintahnya dan haruslah kita menunggu sampal ia dewasa. Jadi, gadis
yang tidak berbapak wajib diminta persetujuannya. Ini menunjukkan bahwa gadis yang
berbapak tidak perlu bapak meminta persetujuannya.

Adapun hadits yang dijadikan pegangan bagi pendapat yang menyatakan bahwa
seorang bapak waib meminta persetujuan anak gadisnya ketika akan menikahkannya
adal ah sebagai berikut:

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jama‘ah (an-Nawawi, tt, p. 202):
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“ Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa
Sallam bersabda: ““Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak
berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.”
Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: ““la diam.”

Daam hadits Abu Hurairah ini, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul
untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya, sebagaimana beliau menikahkan janda tanpa
seizinnya. Secaraimplisit hadits tersebut menjelaskan sahnya akad nikah tergantung ada
atau tidak persetujuan wanita yang akan dinikahkan. Persetujuan tersebut bila dari janda
berwujud ucapan sendangkan dari gadis cukup dengan diamnya sga Ha ini
menunjukkan bahwa perbedaan antara gadis dengan janda adalah terletak pada cara
penyampaian persetujuan itu sendiri (Hosen, 2003, p. 211).



Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu
acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya
mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di
dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan
syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu
ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang
menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria
dari unsur-unsur rukun.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri:

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanyawali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Adanyadua orang saksi.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari
pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila
syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala
hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelal perempuan halal atau bukan mahrom yang dapat dinikahi oleh laki-
laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan
orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun
untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnyadihadiri para saksi (Ghazaly, 2003, p. 46-49).

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu
memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun
perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut (Ghazaly,
2003, p. 47-48).

1. Caon suami, syarat-syaratnya:

a. Beragamalslam

b. Laki-laki

c. Jelasorangnya

d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Cdon Isteri, syarat-syaratnya:

a. Beragama, meskipun Y ahudi atau Nashrani

b. Perempuan

c. Jelasorangnya

d. Dapat dimintai persetujuannya

e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3.  Wali nikah, syarat-syaratnya

a Laki-laki

b. Dewasa



c. Mempunyai hak perwalian.
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saks nikah
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab gabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Isam
e. Dewasa
5. ljab Qabul, syarat-syaratnya
Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
Memakal kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
Antaraijab dan gabul bersambungan.
Antaraijab dan gabul jelas maksudnya.
Orang yang terkait dengan ijab dan gabul tidak sedang ihram hagji atau umrah.
Majlis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon
mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
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Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posiss wali dan saks masih ikhtilaf
dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini (Ghazaly,
2003, p. 62-63).

Alguran secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan
melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus
dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’” ayat 6 (Kemenag RI, 2001):
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“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka
serahkanlah kepada mereka hartanya ....”

Y ang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul
keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal
ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fugaha dan ahli undang-undang
sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan
mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sasmpal atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia
tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya
telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk
(Mujieb et a., 1994, p. 37).

Pandangan Ulama-Ulama Figh

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd (2002) tentang perbedaan
pendapat ulama tentang kebebasan wanita dalam memilih pasangan yang dapat dirinci
sebagal berikut (p. 398-404):

1. Paraulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwgjibkan ada persetujuannya.



2. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, wali boleh
memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam Syafi‘i wali tidak boleh
menikahkannya tanpa persetujuannya.

3. Mengena gadis kecil paraimam mazhab sepakat bahwa ia boleh dinikahkan tanpa
persetujuannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sigpa yang boleh
menikahkannya tanpa persetujuannya. Menurut Syafi‘i yang boleh menikahkannya
tanpa persetujuannya adalah bapak dan kakeknya, sedangkan imam Malik
mengatakan yang boleh hanya bapaknya sgja atau orang yang mendapat penyerahan
dari bapak untuk melakukan akad itu jika calon suami telah ditentukan bapak, dan
pendapat imam Hanafi adalah setiap orang yang mempunya hak wali terhadap
wanita gadis boleh menikahkanya walaupun tanpa persetujuannya, akan tetapi
setelah dewasa s anak gadis mempunyai hak khiyar (memilih).

4. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan wanita, jika wanitanya gadis dewasa,
menurut Imam Malik dan imam Syafi’i berpendapat persetujuan hanya sekedar
sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan
laki-laki pilihannya, sedangkan menurut imam Hanafi harus ada persetujuan dari s
gadis.

Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Di dalam kitabnya yang berjudul Zaadul Ma‘a, sebelum berbicara tentang
persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sgumlah hadits yang beliau angkat,
seperti tertulis dalam kitabnya yaitu:
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“Penetapan hadits yang shohih (bukhori muslim) dari Nabi Muhamad SAW: Khansa’
binti Khidzam akan dinikahkan ayahnya dan dia tidak setuju untuk dinikahkan sedang
dia wanita janda, lalu Nabi menolak untuk menikahkannya” (Bukhari, 1981, jilid 5, p.
135).
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“Penetapan dalam kitab shahih, bahwa Nabi bersabda: anak gadis tidak boleh
dinikahkan sehingga dia mempunyai persetujuan, mereka (sahabat) bertanya: ya
Rasululloh, bagaimana persetujuannya: Nabi menjawab: jika dia diam dan shahih
muslim: anak gadis harus meminta persetujuannya dan setujunya adalah diamnya”
(Bukhari, 1981, jilid 5, p. 135).

Dari rangkaian nash di atas Ibn Qayyim a-Jawziyyah berpendapat bahwa
hukum yang diambil dari sana adalah seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh
dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.
Inilah pendapat jumhur salaf dan mazhab Abu Hanafi serta satu riwayat dari imam
Ahmad. Juga pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah SAW, baik dalam bentuk
perintahnya maupun larangannya, atau dalam kaidah-kaidah syari‘ah maupun
kemaslahatan umatnya (a-Jawziyyah, 1970, p. 3).

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum
Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk
menikah. Hadits ini diriwayatkan secara mursal bukan karena adanya ‘illat, melainkan



memang memilik status musnad dan mursal. Bila mengikuti pendapat fugaha’: bahwa
menjadikan status hadits ini merupakan ziyadah (tambahan), maka orang yang
menjadikan hadits tersebut muttasil jelas lebih didahulukan daripada yang
menjadikannya berstatus mursal. ini merupakan ha yang waar terjadi dalam tradisi
hadits. Bila menilai hadits tersebut mursal seperti sebagaian besar ahli hadits, memang
hadits tersebut benar-benar berstatus mursal, akan tetapi didukung hadits shahih lain,
giyas dan kaidah-kaidah syara“.

Pada akhirnya persolan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih
calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnah).

Ibn Qayyim a-Jawziyyah (1970) sebaga salah satu ulama besar dalam
lingkungan mazhab Hanbali, dalam menyikapi persoalan ini lebih sepakat dengan
pandangan Abu Hanifah (al-Qardhawi, 2003, p. 148). Ibn Qayyim a-Jawziyyah (1970)
berpendapat dalam hal ini sebagai sesuatu yang diperlukan (wagjib). Dengan
pertimbangan kemaslahatan gadis yang bersangkutan, maka hal ini diserahkan
sepenuhnya kepada si gadis dan bukan kepada wali (p. 3).

Maka jawaban yang digukan adalah bahwa tidak ada satu dalil pun yang
menunjukkan kebolehan sang gadis dinikahkan tanpa melalui persetujuannya,
sementaraia sendiri sudah memasuki usia dewasa dan mampu berpikir matang.

Dan pendapat lain yang menyatakan bahwa seorang ayah boleh menikahkan
anak gadisnya dengan seorang laki-laki yang tidak disenanginya sekalipun, bila laki-laki
itu sekufu', ditolak dengan jelas oleh hadits-hadits yang dijadikan sandaran hukum bagi
pendapat ini. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari pada hadits Nabi SAW berikut ini (an-
Nawawi, t.t, jilid 10, p. 202).
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“Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya”.

Hadits ini dapat dipahami dengan jalan mafhum mukhalafah. Pendapat yang
menyatakan bahwa boleh menikahkan gadis tanpa persetujuannya biasanya
menggunakan Hadits ini sebagai hujjah. Seandainya mereka mengajukan Hadits ini
sebagai hujjah, maka tidak boleh mendahulukannya atas mantuq as-sarih (bunyi nash
yang sudah jelas). Bila dikatakan bahwa Hadits ini dipahami dengan mafhum
mukhalafah seperti disinggung di atas, dan dalam mafhum mukhalafah terkandung
makna yang umum. Maka yang benar, dalam mafhum mukhalafah tidak terkandung
makna umum, apabila ada dalil yang terkandung di dalamnya mengarah pada pengertian
bahwa takhsis (mengkhususkan), yakni menegaskan hukum selain takhsis itu sendiri.
Sudah jelas bahwa pembagian hukum selain takhsis ke dalam dua kategori; penetapan
hukum dan penegasannya, juga terkandung faedah. Penetapan hukum lain terhadap
perkara yang didiamkan juga terkandung faedah, meski di sanatidak terdapat kebalikan
dari hukum mantug (bunyi nash). Upaya untuk memerinci hukum tersebut juga
terkandung faedah. Coba renungkan sabda Nabi SAW (an-Nawawi, t.t, jilid 10, p. 202):

Lagsl L83l Sl
Setelah sabdanya:
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Pasti untuk menentang pendapat yang menyatakan bahwa seorang gadis boleh
dinikahkan tanpa persetujuan dan izinnya, seolah iatidak punya wewenang sama sekali
terhadap dirinya sendiri. Sehingga kedua hadits di atas dapat dipertemukan demi
menghindari terjadinya kekeliruan pemahaman. Jadi jelas bahwa meski seorang janda
lebih berhak atas dirinya daripada walinya sendiri, bukan berarti bahwa seorang gadis
tidak memiliki wewenang atas dirinya (al-Jawziyyah, 1970, p. 4).

Lebih lanjut 1bn Qayyim al-Jawziyyah (1970)menyatakan bahwa Rasulullah
SAW memberikan keputusan hukum tanda persetujuan seorang gadis adalah dengan
diam, sedangkan tanda persetujuan seorang janda adalah dengan mengungkapkan
persetujuannya secara langsung. Bila seorang gadis memberikan persetujuannya dengan
mengungkapkan melalui kata-kata, itu lebih kuat status hukumnya. Untuk mendukung
pendapat ini Ibn Qayyim a-Jawziyyah juga mengutip pendapat lbn Hazm, beliau
berkata: “Tidak sah menikahkan seorang gadis kecuali ia diam”. Pendapat inilah yang
sesual dengan kenyataan zahiriyahnya (p. 5).

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, menjadi
salah satu concren yang ingin dibela Alquran, disamping kelompok budak, kaum fakir
miskin, anak-anak miskin, dan sederet kaum lemah lainnya. Bahkan Alquran secara
khusus mendokumentasikannya dalam satu surat khusus yang bernama an-Nisa*
(Ismail, 2003, p. V).

Sgumlah indikasi bisa dibuktikan, pembelaan Alquran terhadap wanita diantaranya
(Nasution, 2002, p. 3-4):

pertama, ayat Alquran yang secara tegas menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki
adalah sgjgjar seperti (Kemenag RI, 2001):

e AL
“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S.
Al-Bagarah: 187)

Kedua, sejumlah ayat yang secara tegas merombak kebiasaan Arab pra-Islam. Di
antara indikas tersebut adalah larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang
baru lahir, karena menurut masyarakat Arab pra-lslam anak perempuan itu akan
mencemarkan nama baik keluarga. Prilaku ini jelas diprotes Alquran (Kemenag RI,
2001).
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“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami
akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka™. (Q.S. Al-An’am: 151)

Ketiga, larangan Alguran mewariskan wanita, bahkan lebih dari itu Ilam juga
memberikan hak waris kepada wanita (Kemenag RI, 2001).
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
jalan paksa”. (Q.S. An-Nisa: 19)
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan™. (Q.S.
An-Nisa 7)

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Alquran berusaha membebaskan wanita
dari budaya yang mendiskriminaskannya. Karena harus diakui ketika Alquran
diturunkan rezim patriarki Arab masih sangat kental (al-Jawziyyah, 1970, p. 5).

Pembelaan Alquran terhadap wanita tersebut menjadi salah satu misi pokok yang
diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Akan tetapi
bukti sgjarah berkatalain, hampir sepanjang sgjarah muslim, kaum wanita ditempatkan
pada posis inferior sementara laki-laki berada pada posis superior. Padaha Alquran
menempatkan posisi wanita sgjgar dengan laki-laki (Nasution, 2002, p. 2).

Munculnya praktek yang inferior terhadap wanita dalam sejarah muslim, bukan
tanpa alasan. Hal ini disebabkan antara lain adanya segjumlah nash terkesan
mengisyatkan adanya kemungkinan itu (Nasution, 2002, p. 5).

Faktor lain yang menyebabkan munculnya praktek yang inferior terhadap wanita
adalah pengaruh metode studi nash yang dipakai para ulama. Bisa dikatakan bahwa
umumnya ulama tradisional, menggunakan pendekatan parsial dalam mengkgi a-
Qur‘an dan sunnah Nabi, Yaitu menyelesaikan satu masalah dengan cara memahami
salah satu atau beberapa nash secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkan dengannya
dengan nash lain yang relevan (Nasution, 2002, p. 9).

Salah satu fakta yang berbicara tentang praktek yang inferior terhadap wanita
adalah hak kebebasannya dalam menentukan calon suami. Wanita dewasa yang masih
gadis menurut mayoritas imam mazhab tidak mempunyai kebebasan untuk memilih
pasangan dan hak itu sepenuhnya menjadi otoritas bapak sebagai wali. Padahal dengan
kedewasaan seorang wanita, ia dapat menyampaikan apa yang ada dalam hati dan
pikirannya. Dan dengan kedewasaan itu pula seorang wanita memiliki kapasitas untuk
mel aksanakan apa yang ada dalam pikirannya (Muhammad, 2001, p. 83-84).

Pendapat mayoritas imam mazhab tersebut bila diteliti lebih jauh masih
merupakan peninggalan tradisi arab pra Islam. Sgarah menuliskan bahwa sebelum
kedatangan Islam, seorang bapak memiliki hak utnuk memilihkan suami bagi putrinya
dan putrinya tidak berhak untuk menentang. Bahkan tradisi Arab pra Islam yang tidak
menghargai hak wanita adalah tidak jarang para bapak saling menukar putri mereka
untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah syigar dalam Islam, akan tetapi
kemudian nikah dengan jenis seperti ini dibatalkan sekaligus diharamkan oleh Islam
(Khamenei, 2004, p. 81).

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya
penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam
membahas kagian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang
persoaan ini.

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam
memilih pasangan adalah ‘illat yang dijadikan sebagal dasar argumen untuk menentukan
ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan
kegadisan (al-bikr) sebagai ‘illat dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang
lain dengan menggunakan ‘illat masa kecil (as-sughra), bahkan ada ulama yang



menjadikan ‘illat bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua ‘illat tersebut (Rusyd,
2002, p. 403-404).

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh lbn Taimiyah, yang
menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang
mewagjibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam,
dan menjadikan hal itu sebagai ‘illat untuk membatasi atau mengahalangi kaum wanita
merupakan pembuatan ‘illat dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam
syara‘ (Qardhawi, 1996, p. 71). Beliau menambahkan bahwa ‘illat yang benar untuk
kasus ini adalah masih kecil.

Ibn Qayyim a-Jawziyyah sependapat dengan gurunya Ibn Taimiyyah
bahwa'illat yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah
‘illat usia kecil, sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunya hak
untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa
memaksanya untuk menikah.

Mafhum mukhalafah sebagai pisau analisis yang digunakan oleh imam Syafi‘i,
Maliki dan Hanbali terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa
persetujuan anak gadis hanya sekedar sunat dengan berdasarkan hadits
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Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka mafhum
mukhalafahnya adalah wali lebih berhak terhadap diri anak gadisnya, sehingga
kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan hadits yang sama pula ulama yang berpegang pada mantug nash
diwakili olen Imam Hanafi dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa
persetujuan anak gadis adalah wajib.

Ibn Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan mafhum
mukhalafah terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul
dari mantuq nash semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan
mafhum mukhalafah. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu
menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin
kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri (Nasution, 2004, p. 92).

Pendapat yang mendukung persetujuan dan kebebasan wanita dalam konteks ke
Indonesiaan, Khoruddin Nasution (2001), dalam tulisannya yang dimuat dalam jurnal
asy-Syir‘ah menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan bagi
wanita, berdasarkan sgumlah hadits yang digunakan para fugaha’ untuk memecahkan
persoadlan ada tidak persetujuan dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan,
pada prinsipnya hadits-hadits tersebut menekankan pentingnya persetujuan wanita yang
bersangkutan. Sebaliknya, dasar yang digunakan fugaha’ yang berpendapat bahwa
persetujuan gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan wanita dalam
menentukan pasangan adalah lemah, sebab hanya menggunakan mafhum mukhalafah
dari nash yang menyebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Padaha secara
tekstual (eksplisit) ada nash yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang
akan nikah. Beliau menambahkan bahwa penekanan hadits-hadits yang mengharuskan
adanya persetujuan wanita yang akan nikah terdistorsi (sengga atau tidak), untuk
mendukung praktek dan pemahaman yang sangat patriarkal yang sudah mapan oleh



para fugaha’. Sebab para fugaha’ itu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang
patriarkal tersebut (p. 140-141).

Khoiruddin Nasution (2001) dalam mendukung pernyataan di atas, menawarkan
satu teori yang bisa dijadikan parameter untuk mengukur ada tidaknya hak kebebasan
seorang wanita dalam menentukan pasangan yaitu menghubungkan nash yang berbicara
tentang kebebasan dan pemaksaan wanita dalam perkawinan dengan nash yang
berbicara dengan perkawinan itu sendiri (paling tidak dengan status akad nikah dan
tujuan perkawinan) (p. 146).

Dalam kaitan ini lebih lanjut, diuraikan bahwa tujuan perkawinan ada tiga
macam yang diisyaratkan oleh Alquran:

Pertama, untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, sesuai
dengan firman Allah (Kemenag RI, 2001):
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“Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri
pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula),
dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang

serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat”. (Q.S. Asy-Syura:
11)

Kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, firman Allah surat al-Mukminun, 5-7 (Kemenag
RI, 2001):
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Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka
atau budak-budak yang mereka miliki, Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada
tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang
melampaui batas”.

Ketiga untuk memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah dan kasih
sayang (rahmah). Dalam firman Allah ar-Rum 21 (Kemenag RI, 2001):
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Relevans Konsep Persetujuan dengan KonteksIndonesia

Ibn Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Oleh
karena itu, implemenatasi hukum berdasarkan pada maslahat. Hukum berubah karena
pertimbangan maslahat (Nasution, 2001, p. 111).



Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada
kemaslahatan akan berubah sesua dengan waktu dan ruang bukan sgja dibenarkan,
tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai
kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonsia. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan: pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam
yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan
kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Isslam di Timur
Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. Kedua, kompleksitas
masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam
(Ainurrofig, 2002, p. 231).

Pendapat Ibn Qayyim a-Jawziyyah yang mewagjibkan adanya persetujuan anak
gadis sesungguhnya sesual dengan perundang-undangan yang berlaku di indonesia
Dalam undang-undang perkawinan no. 1/1974 (ps. 6 ayat (1)* jo. ps. 16 ayat (1)> KHI
menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri,
memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang
hati membagi tugas dan hak kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan
dari perkawinan itu dapat tercapai (Rofiqg, 2000, p. 73-74).

Bisa dilihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari 1bn Qayyim sgjalan dengan
perundang-undang di Indonesia, bahkan boleh dikatakan bahwa maslahat yang dicita-
citakan oleh beliau Iebih disempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang
batasan usia pria maupun wanita yang boleh untuk menikah,® dalam perundang-
undangan itu tersebut secara jelas disebutkan sesuai dengan peraturan undang-undang
terbaru, bahwa batas usia untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 19 tahun.

Dengan konsep maslahah sebagal faktor perubahan hukum menjadikan hukum
bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosia (al-Asyhar, 2003, p.
104). Maslahah sebagai faktor perubahan hukum bukanlah sesuatu yang baru di dunia
Islam. Teori ini dimunculkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sekitar tujuh abad yang
lalu.

Kesmpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang persetujuan wanita dalam
pernikahan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

'Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan
kedua calon mempelai

’Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan
kedua calon mempelai

%Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) disebutkan “perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.jo. KHI buku | tentang perkawinan pasal 15 ayat (1)
disebutkan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon
mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no. 1 tahun
1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya
berumur 19 tahun.



1. Ibn Qayyim a-Jawziyyah berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin
menikahkannya. Sementara mayoritas fugaha’ berpendapat persetujuan gadis hanya
sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah.
Ibn Qayyim a-Jawziyyah dalam kasus ini berpegang kepada mantug nash yang
dikuatkan dengan menggunakan ‘illat masa kecil (as-sughr), sedangkan mayoritas
fugaha’ berpegang kepada mafhum mukhalafah yang dikuatkan dengan
menggunakan ‘illat al-bikr.

2. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang
tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) ) KHI menetapkan
bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini
menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan
pendapat Ibn Qayyim a-Jawziyyah.
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